
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu
melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona.
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemerintah Daerah perlu memprioritaskan
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19, serta Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang beium tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Keenam Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ. Nomor
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona. Virus
Disease 2019 (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional, penyesuaian target pendapatan daerah dan
rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160
ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal
160 Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh, pergeseran anggaran antar rincian obyek
belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja
dalam jenis belanja berkenaan dilakukan melalui perubahan Peraturan
Gubernur tentang Penjabaran APBD, sehingga Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud calam huruf a,
huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat...

f
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flengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 94);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1560);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun .Anggaran
2020 (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 655);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 249);

12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara
Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 377);

13. Qanun.
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13.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01,
Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

14.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana
Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun
Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi
Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor
85);

15.Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Aceh 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);

16.Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh
Tahun 2019 Nomor 10,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);

17.Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 20);

18.Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh
Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:
(l)Pendapatan

a. Semula Rp.15.457.220.461.974,00
b. Berkurang Rp. 1.481.405.927.750.00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp.13.975.814.534.224,00

(2)Belanja

a. Semula Rp.17.279.528.340.753,00

b. Berkurang Rp. 1.481.405.927.750.00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan

(3)Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 1.822.307.878.779,00

2) Bertambah Rp._0.00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 1.822.307.878.779,00

b. Pengeluaran...

Rp.15.798.122.413.003,00

Rp. (1.822.307.878.779,00)
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b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp._0.00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 1.822.307.878.779,00

Sisa Lebih Pembia)'aan Anggaran Setelah Rp. 0,00

Perubahan

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksuci dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

kPit. GUBERNUR ACEH,

-
ÿNOVA IRIANSYAH

k

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 15 Juni 2020 M
23 Syawal 1441 H

•SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR ZJ




